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ABSTRAK

12 Sapja Samsuri, (2025): Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan
Infratruktur Desa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di
Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran kepala desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu,
Kabhupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Desa. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran
Ké&pala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di Kecamatan Koto
Kampar Hulu Kabupaten Kampar? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan
pemdukung dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai
Kggamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? (3) Bagaimana Tinjauan figh
sigasah terhadap Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan
Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam
Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten
Kampar Perspektif Figh Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Sosiologi (Field Research) dengan
data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah di Desa
Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Subjek dalam
penelitian ini adalah Kepala Desa Pongkai, Sekretaris Desa Pongkai, Kepala
Urusan Pembangunan dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan Objek penelitian ini
adalah Peran Kepala Desa. Informan Penelitian berjumlah lima orang yang terdiri
daf Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan dan Tokoh

gsyarakat. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu Primer yang diperoleh
langsung melalui wawancara dengan informan dan Sumber Data Sekunder berupa
E-Book, artikel dsb. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, wawancara,
anglisis dokumen dan kajian pustaka. Teknik Analisis Data dengan menggunakan
teknik analisis kualitatif dengan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari
lapangan.

~- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan penting dalam
pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu,
K;ibupaten Kampar, dengan tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan
suhber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan
didukung oleh dukungan pemerintah daerah dan partisipasi warga, namun
teth,ambat oleh keterbatasan sumber daya dan konflik internal. Perspektif figh
siyasah menekankan pentingnya amanah kepala desa untuk memastikan
peﬁlbangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

ws)
ENEN 1w eydigEyeH 0

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa, Perspektif
Fig h Siyasah
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g KATA PENGANTAR
e
Z. 2 ’_E,“ ar \,&\\.. )
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As%alamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil’alamiin, penulis bersyukur atas kehadirat Allah

yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan dan

c

kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat
Zal
©

megyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam
=

Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah* dapat diselesaikan sesuai dengan
yang diharapkan sebagaiman mestinya. Sholawat dan salam semoga selalu
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para
pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang

méfidapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin yaa Robbal’ Alamiin.
=

1 Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
w

urglk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata
=

Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
=]

S)@rif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis
-
]

mﬁ'i'ki maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik

=)
da@ saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang.
s

D:ﬁam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari

i
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begbagai pihak, dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapakan terimakasih
==

kepada :
=

1.55Kepada Ayahanda Samsul dan Ibunda Masnun selaku orangtua yang telah

—mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan

=
cmungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya memberikan semangat

é@pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

c
2.§Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr.

W)
sKhairunnas, M.Ag , Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil

gRek‘cor II Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof.

Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik

yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan UIN Suska Riau yang
gemilang dan terbilang.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil

Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak

-g'-br. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardami, M.Ag dan

o
;seluruh jajaran.
&

4.5Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi,
=

SMA, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan

e

EZulﬁkar, M.Ag terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
]

5.5'.Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag.,
=)

%.H., M.Hum selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan

n

—

imbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Ag ue

skripsi ini.
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®
pe%qbaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan

I
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skEipsi ini dengan segenap kerendahan hari penulis mengharapkan kritik dan saran
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©

I BAB |

Q

e

9] PENDAHULUAN
6.

Q

=

— Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana diatur

S NIN X!

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1

sn

Layat (1) yang menyatakan, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang

@E’

erbentuk republik."* Dalam pelaksanaan pemerintahan, Indonesia terbagi

el

Smenjadi beberapa provinsi, di mana setiap provinsi terdiri dari sejumlah
kabupaten atau kota, dan di dalamnya terdapat satuan pemerintahan terkecil
yang disebut desa. Dengan demikian, desa berfungsi sebagai satuan
pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Dalam
menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh
oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga mereka

—memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan daerah

e

o
;sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi

 orure|

omunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat bedasarkan prakasa

ISI9ATIU

]

< masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

(0]

%istem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa dihuni oleh

1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).
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©

mIsejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah
) 2

owilayahnya sendiri.

=

o Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan
=]

hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa,

etapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas

NIQ !

mnasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian

c
gpembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang

©
asecara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur

©
Swarga atau kelompoknya.3

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan penguatan
posisi desa sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional. Perubahan ini
mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat kemandirian desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

g&emasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan atas Undang-

o
m—Undang Desa dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan memperkuat
&
Sotonomi desa, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, serta
=
Cmemastikan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam

e

< L : :
Ekerangka tersebut, eksistensi pemerintahan desa yang profesional, transparan,

S

i".akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien

B

2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Jakarta:
gga, 2002), h.4.

 Ibid.
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©

mImenjadi kunci bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan

==

opartisipatif.

=

o Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara

=

—Jain:

=

. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat

= N . .

o desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan

c

i sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

©

Pl sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta

©

= pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi
kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
3.  Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan

g'-) pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.*

=

o

I~ Ketentuan pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3

=1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten/kota

GEue}[ns jo AJISIdATU) D

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tapun 2024 Nomor 77 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Teatang Desa, Pasal 78

neny wisey jue
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~

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1

disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun

b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja
pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan
jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana Kkerja

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan

peraturan desa.

Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan

rencana kerja pemerintah desa merupkana satu-satunya dokumen

perencanaan di desa.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja

pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah

Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa

dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan

kabupaten/kota.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang

terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan
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@)

%kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di

==
o wilayahnya. Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat

d

o kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
-dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.®

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup

NIniw

¢manusi ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak

n

gdan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan
©
zdi masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai

O
. . . 3 -
Carti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.

Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia
sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan
keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari
lembaga tinggi negara seperti Presiden sampai ke tingkat daerah dan desa.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana

g'-)telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menegaskan

o
m»—bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang
&
Smeliputi Kepala Desa dan perangkat Desa. Salah satu perubahan signifikan
=2
gadalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Hal ini

Ebertujuan memberikan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
]

i w

Zserta kesinambungan program pembangunan. Penyelenggaraan dan

J

R

®Sarman dan Mohammad Taufik Mmakaro, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia
rta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.24.

Guejns jo

"Machnun Husein, Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia (Jakarta:
wali Pers, 1986), h.1.
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neiy exsngN|

@)

TIpelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada sistem nilai, norma, dan
[

==
otata kelola yang hidup dalam masyarakat desa.® Hal ini dimaksudkan agar

©

mPemerintah Desa mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara penuh

=]
—melalui kesadaran aktif, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan

e

cyang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan fungsi Kepala

esa sebagai berikut:
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa

sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan.

2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasksud pada ayat (1)

Kepala Desa berwenang:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa
Menetapkan peraturan desa

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

Membina kehidupan masyarakat desa

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktid untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

a.
b.
kepada bupati/walikota
&l
=
=
o
— d.
o
W
= €.
-
= f.
B
<
L g
e
< h.
=)
L 2]
wn
s
e
=~
=
w
!

®pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

defigan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

neny wisey gae



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

E’?

bt e
e | —
S

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

i Mengembangkan sumber pendapatan desa

]. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k.  Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

I Memanfaatkan teknologi tepat guna

m.  Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n.  Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

peraturan perundang-undangan;dan
0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.9
Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi
meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi
kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada

g'-)pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti
=

o
mn—meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
&
=Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi
=
gmasyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

Epembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil

S

i w

Zpembangunan. ™

% Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

' Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.240.
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Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam

123eH 6

menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala Desa memiliki
edudukan sebagai pemimpin desa yang bertangggung jawab atas
_terlaksananya pembangunan desa di mana perannya sebagai ujung tombak
embangunan.

Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting karena

NS NIQ!Lw eyd

gposisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas
;J:keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi
gmasyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan.
Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan
(development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, pos
jaga, dan, lampu penerangan serta pembangunan dalam bidang pendidikan

E—ﬁ’aud, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Taman Bermain ramah anak dan

ain-lain."! Desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai

[SL 23e

e

dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan perannya sangat penting dalam

QD

ewujudkan desa yang maju dan makmur.
Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam menggerakkan
embangunan. Desa ini sedang mengalami percepatan pembangunan yang

ignifikan, dengan proyek-proyek seperti pembangunan gedung sekolah, pos

[ng jo é}}SIBA}U

]

jaga, dan sistem drainase yang sedang berlangsung. Namun, di balik kemajuan

ue

esl
=

nery wisey gie
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" Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Jakarta:
hgga,, 2011), h.105-106.
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@)

mItersebut, masih ada beberapa proyek pembangunan yang tertunda, terutama

e
odalam hal infrastruktur jalan Dusun Desa dan jalan penghubung Desa dengan

e1di
A
Y
=]
=3
=

Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan adalah kondisi jalan

QAW

tau jalur alternatif yang menghubungkan desa tersebut dengan kecamatan
terdekat. Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan akses transportasi dan

berdampak negatif pada perekonomian masyarakat setempat. Para penduduk

EXSNS NI

sdesa merasa prihatin melihat kondisi jalan yang semakin memburuk dari

e

Swaktu ke waktu.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh keberadaan pabrik kelapa
sawit yang besar di sekitar desa. Aktivitas transportasi yang intens dari dan
menuju pabrik dengan muatan besar telah menyebabkan kerusakan jalan
semakin parah. Keluhan dari masyarakat pun semakin banyak terdengar,
mereka merasa kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari akibat kondisi jalan

—Alternatif menuju Kecamatan dan Desa tetangga yang tidak memadai.

Meskipun Kepala Desa telah berupaya keras dalam memajukan desa,

B]S] 2}e

Snamun masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait infrastruktur, terutama

D

gjalan-jalan utama yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Diperlukan

i o

Ekerjasama dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah serta pihak
]

Zterkait untuk menyelesaikan permasalahan ini agar pembangunan di Desa

(0]

&ongkai dapat berjalan lancar dan merata.

Pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa

g uejn

yang maju dan sejahtera tidak dapat dipungkiri. Dalam pelaksanaannya,

eA

nery wisey jix
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@)

mIpartisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Namun, dalam observasi

==
oyang dilakukan oleh peneliti, terdapat kendala terkait kurangnya kemampuan

1)
oKepala Desa dalam memotivasi partisipasi masyarakat. Masalah ini muncul

—karena kurangnya komunikasi yang konsisten antara Kepala Desa dan warga

=
cdesa. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan,

ﬁaik secara langsung maupun tidak langsung, masih rendah. Contohnya,

c
gkurangnya kesadaran untuk merawat fasilitas yang telah dibangun, seperti

©
sdapangan olahraga yang terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar sehingga tidak

gdapat digunakan dengan optimal.

Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang
merupakan objek daerah penelitian ini telah banyak mengalami perubahan dari
aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut
tidak terlepas dari peran Kepala Desa dalam pembangunan peran serta
masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal

g'-}alannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi

=
o
~publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

S

Kepala Desa harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang

ibebankan kepadanya, sebab kepimpinan melahirkan kekuasaan dan

ATU() drure]

wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung

ISI

.

Jjawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksaaan amanat yang dibebankan oleh

]

A

emerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai

E'I”l‘l% jo

wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana

Agu

dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi.

neny wisey jue
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

= vang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
= menetapkanhukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
e dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
c sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
=z mendengar lagi Maha melihat. (Q,S An-nisa/4:58)"

(0))

C . . .o . . .

o Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh
—

;umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan Ulil Amri dimana Ulil
gAmri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk

mengemban suatu urusan atau tugas. 3 Dalam ajaran Islam, telah banyak
dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut
urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat
bahwa Islam adalah agama yang komprensif, di dalamnya terdapat sistem

ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.14

w Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan
-
=
gpenelitian mengenai “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
w
gDesa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pongkai

ecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah”

jo Ausmz&;unﬁag

K ementrian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Bintang

Indénesia, 2011), h.54

o
& 13). Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT

Ra(iﬁgraﬁndo Persada, 1997), h.66.

2 Al-Ahkam As-Sulhtaniyah Imam Al-Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara

Ddlam Syariat Islam (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.2.
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B% Batasan Masalah

e
(@]

©

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

mydijadikan permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada

=]
—Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Berdasarkan

e

cUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

w
c

ZUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pongkai

iKecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah.

W)
A

Ca Rumusan Masalah

c

1.

] dTurejsy 3]9]%‘)

O
JAIU

AJISI

neny wisey jrredAg uejng jo

1.

Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Pongkai Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan
pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar?

Bagaimana perspektif figh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam
melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian

harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah
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dalam pelaksaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulisan sebagai

berikut.

Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan
pembangunan infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto
Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan
pendukung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa
Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Untuk mengetahui perspektif Figih Siyasah terhadap peran Kepala
Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2024.

Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan

kegunaan akademis sebagai berikut:

a.

Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Suska Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan
ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian
ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi keilmuan dan

pengetahuan Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Jurusan



14

Al
nii

UIN SUSKA RIAU

pembangunan

dalam menyelenggarakan

Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
infrastruktur desa terutama Desa Pongkai agar lebih baik lagi.

Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya

mengenai permasalahan yang sama.

umumnya.
pemerintah  desa

c
d.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1.

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Pengertian Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri
sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas
dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu
dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu
peranan.™ Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan
dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam
masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan
tempat individu pada organisasi masyarakat.

Levinson mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai
berikut:
a.  Peranan meliputi Norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

neny wisey JireAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}e)S

Soerjono. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar; (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212.
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b.  Peranan merupakan suatu Kkonsep tentang apa yang dapat

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

C. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.16

Definisi Kepemimpinan
Asal usul istilah "kepemimpinan" berasal dari kata dasar "pimpin",

yang mengandung arti bimbing atau arahkan. Kata "memimpin"

kemudian terbentuk dari kata tersebut, yang berarti memberi arahan atau
membimbing, sementara kata benda "pemimpin" merujuk kepada
individu yang memegang peranan untuk memberikan arahan atau
bimbingan.

Konsep "pemimpin" dan "kepemimpinan" dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a) Kepemimpinan menekankan pada kemampuan individu, yakni
keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam peran sebagai
pemimpin.

b) Kepemimpinan mencakup kualitas interaksi antara pemimpin dan
para pengikut dalam konteks tertentu.

c) Kepemimpinan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh
individu tersebut. Ulil Al-Amri, menurut penafsiran ahli Al-
Qur'an, mengacu pada individu yang bertanggung jawab untuk

menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam suatu organisasi.

neny wisey JireAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}e)S
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Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang
terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai
perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu,
keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh
tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan
kepemimpinan.*’

Dalam karya-karya lainnya, seperti "Majmu' al-Fatawa" dan Al-
Siyasah al-Shar'iyyah Ibnu Taimiyah juga mengembangkan gagasan
tentang Ulil Al-Amri dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang
konsep ini dalam Islam.Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau
kemampuan menaaati perintah dan larangan Allah SWT. dan Rasulullah

SAW dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna

telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dalam memimpin umat Islam baik

8

di zamannya maupun hingga akhir zaman.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
rasul(nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya ( Q.S An-Nisa (4) :59 )19

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
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" Abdul Rahman, Konsep Ulil Al-Amri dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Safjta, 2019), h.78
Y]

u

18 Al-Hisbah Fil Islam, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.104.

1edg

9K ementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Bintang
Ind®nesia, 2011), h.54
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Juga dalam firman :

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang
keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau
mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat
menegetahuinya dari mereka Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah
karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu
mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja diantara kamu. (Qs. An-
Nisa:83)20

Secara terminologi, para ulama fiqih dan ahli tafsir memiliki
pendapat yang berbeda tentang definisi Ulil Amri yang disebutkan
dalam ayat Surah An-Nisa. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut:

a.  Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abdullah bin
Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu
Hurairah dan Ibnu Abbas: mereka adalah para pemimpin.21 Ini
adalah riwayat kedua dari Ahmad.

b. Ibnu Taimiyah menyatakan: Ulil Amri adalah individu yang
bertanggung jawab atas urusan dan kepemimpinan. 22 Mereka
adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di antaranya

orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman teologis. Ulil

Amri terbagi msenjadi dua kelompok, yaitu ulama dan umara.

>
nery wisey ;g&z(g uejng jo AJISIdATU() dIWR[S] 3}e}§

20 7.
1bid, h.91
2! Detik Hikmah, Ulil Amri: Pengertian, Dalil, dan cara melaksanakannya, diakses Ulil
i: Pengertian, Dalil, dan Cara Melaksanakannya pada 23 April 2025.
22
1bid


https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7192576/ulil-amri-pengertian-dalil-dan-cara-melaksanakannya
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7192576/ulil-amri-pengertian-dalil-dan-cara-melaksanakannya

D)

E’?

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

19

Pendapat-pendapat  tersebut menunjukkan variasi  dalam
pemahaman terhadap konsep Ulil Amri dalam ayat Surah An-Nisa, dan
para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam
menjelaskan makna dan identitas Ulil Amri.Apabila mereka bagus pasti
manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan
rusak. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir
yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam
mebahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap
kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang
mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad
atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau
kekuatan argurnentasi.23
Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang
lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta
ada usaha kerjasama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan
yang diinginkan bersama.

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat
mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin,

selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin

tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur’an telah memberikan batasan

neny wisey JireAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}e)S

Farid Abdul Khaliq, Figih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), h.82.
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yang snagat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan. Allah SWT

berfirman :

Artinya: “Taatilah Allah dan taati lah rasulnya, jika kamu berpaling,
maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali
Imran ayat 32).”24

Beriman dan beramal saleh Allah SWT. berfirman :

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (Qs.Al Bayyinah :
7).25

Mempunyai ilmu pengetahuan Kekuatan dasar seorang pemimpin
salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu
organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan,
sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari
bawahannya. Berpegang pada hukum Allah SWT Berpegang teguh pada
hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin,
sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa

kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia

akhirat.

neny wisey jrreAg upjing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan
infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan
lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan
struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat
berjalan dengan baik.

Infrastruktur pedesaan di definisikan sebagai infrastruktur yang
bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun
pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur
merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan
fasilitas publik lainnya, yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, ketersedian
infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem
ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu di
pahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.26

Menurut Kodoatie Infrastruktur sebagai pendukung utama sistem
sosial dan sistem ekonomi di laksanakan dalam konteks keterpaduan dan
menyeluruh. Infirastruktur yang merupakan fasilitas yang di
kembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal untuk

melayani masyarakat tidak dapat berfungsi sendir-sendiri dan terpisah.

S}
S
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Keterpaduan tersebut menentukan nilai ortimasi pelayanan infrastruktur
itu sendiri.”’
The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus membagi
infrastruktur menjadi 3 yaitu:28
1.  Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik
untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga,
gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan public work berupa irigasi,

jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

jalan, pelabuhan dan seterusnya.

2.  Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan
pendidikan.

3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan
hukum.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang di lakukan secara terencana
untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggarannya suatu proses pembangunan.

konsep pembangunan infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai
kegiatan fisik yang bersifat material, melainkan mencakup dimensi

spiritual dan moral yang sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu

2 1bid
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®prasetyo dan Firdaus, “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di
In&)nesia”, dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Volume 2., No.2, (Mei 2009),
h.222-236.
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mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Pembangunan
dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat
(al-falah), yang berarti pembangunan tidak semata-mata mengejar
pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi juga diarahkan
untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan
pemeliharaan nilai-nilai keimanan. “Pembangunan dalam Islam tidak
bersifat sekuler, melainkan menyatu antara dunia dan akhirat, serta
antara jasmani dan rohani”.” Dalam kerangka ini, infrastruktur seperti
jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya dipandang
sebagai bagian dari maslahah mursalah, yaitu bentuk kemaslahatan yang
tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur’an dan hadis),
namun diakui urgensinya dalam mendukung kelangsungan hidup
manusia dan tatanan masyarakat. “Imam al-Ghazali menyebut maslahah
sebagai segala sesuatu yang menjaga lima maqashid syariah: agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta”. *° Infrastruktur, dalam konteks ini,
berperan dalam menjaga jiwa dan harta, karena dapat meningkatkan
kualitas hidup serta mencegah kerugian dan kerusakan.*"

Dalam sejarah peradaban Islam, para khalifah menunjukkan

perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari

Fo
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»® M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, (Leicester: The Islamic
dation, 1992), h.223.

% Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa min ‘llm al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-
yyah, 1993), h.286.

3 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,

(L&#don: IIIT, 2008), h.65.
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tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Misalnya, Khalifah Umar bin
Khattab dikenal dengan kebijakannya membangun jalur-jalur
transportasi, sistem irigasi, dan pos keamanan untuk memfasilitasi
perjalanan serta perdagangan. Ini mencerminkan peran negara dalam
Islam sebagai pelindung dan pengelola urusan umat (ri'ayah syu’un al-
ummah), termasuk dalam penyediaan sarana publik yang memadai.
“Negara berkewajiban menyediakan fasilitas publik demi tercapainya
keadilan dan kesejahteraan sosial (al-‘adalah al-ijtimaiyyah)”.32 Lebih
jauh, pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki tujuan yang
lebih luhur dibanding sekadar modernisasi atau industrialisasi. la harus
membawa dampak pada pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan
ekonomi umat secara adil, menjamin akses masyarakat terhadap
kebutuhan dasar, serta menjaga keseimbangan lingkungan sebagai
bentuk pengamalan amanah kekhalifahan manusia di bumi.*

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dalam Islam tidak
boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah dan nilai-nilai
keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Seperti dijelaskan
oleh Jasser Auda, pendekatan sistemik terhadap maqashid
memungkinkan kita melihat pembangunan sebagai bagian dari proses
integratif yang memperhatikan kompleksitas hubungan manusia dengan

Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hal ini sejalan dengan pandangan

a
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Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya mengharmonikan tradisi
Islam dengan kebutuhan modern, tanpa mengorbankan prinsip moral
dan etika Islam. Maka, pembangunan infrastruktur menurut Islam bukan
sekadar aktivitas teknis, tetapi juga merupakan ibadah dan amanah yang
harus dijalankan dengan niat dan tata kelola yang benar.

Pembangunan Infrastruktur Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai
karateristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam
ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya
pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek
spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan
dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi
lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.®*

Pembangunan Infrastruktur dalam islam menekankan prinsip-
prinsip seperti keadilan distribusi,pemenuhan kebutuhan dasar,dan
keberimbangan.35

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam
adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqashid syariah (agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falah atau kesejahteraan

dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994)

menjelaskan bahwa falah meliputi kelangsungan hidup, kebebasan
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berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang
dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur’an
pada Surah Al-Mulk ayat 15:

5 (g3l Jan A0 G VT 0 1500208 3 g0t 1585 0085 all) 5 5500
Artinya : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan
mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan
makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali
setelah) dibangkitkan. 36

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting yang tak
terpisahkan dari penerapan sistem ekonomi Islam. Infrastruktur, seperti
jalan, dibangun bukan semata demi kepentingan ekonomi, tetapi untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (primer, sekunder, tersier) serta
menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan.’’

Dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar dan tersebar di
ribuan pulau, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak
agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan konektivitas antar
wilayah terjamin.

Dalam sistem Khilafah, pembangunan infrastruktur dibiayai oleh
Baitul Mal dari sumber kekasyaan negara, sesuai prinsip ekonomi Islam
yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan. % Hal ini

memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa kendala izin,

pendanaan, atau konflik kepentingan.
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Pemerintah  Khilafah juga mengutamakan pembangunan
infrastruktur yang vital dan dibutuhkan masyarakat, bahkan saat terjadi
krisis. Sejarah mencatat pembangunan jalur kereta Hijaz oleh Khalifah
Abdul Hamid II yang dibiayai umat Islam demi kemaslahatan jamaah
haji.

Kebutuhan infrastruktur diajukan melalui Majelis Umat/Wilayah
yang mewakili masyarakat. Masukan mereka bersifat mengikat,
sementara aspek teknis diserahkan kepada para ahli.

Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur dalam negara
Khilafah  bertujuan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,
mencerminkan keadilan Islam, dan menjadikan sistem Islam sebagai
rahmat bagi seluruh alam.

Figh Siyasah
a.  Pengertian Figh Siyasah
Figh siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu figh dan
siyasah. Kata figh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengarti.

Secara terminologi figh adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara’ dan dalil-dali yang tafshil

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil

dari dasar-dasarnya, Al-qur’an dan Sunnah).

Kata Siyasah berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus

Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi

siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,
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mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

pemerintahan dan politik.

Figh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah
syar iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:

1)  Menurut Imam Al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan
rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah
mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka
terhadap pemerintahan”.*

2)  Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi
alKuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan
menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat
menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan
datang, serta mengatur permasalahan mereka”.

3)  Menurut Imam Ibn Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia
dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan,
baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi,
baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir,

maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan

(pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin,

D
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¥Sulaiman bin Muhammad Al-Bujarami, Hasyiah Al-Bujarima Ala Al-Manhaj, Vol. 3

aq: Musththafa al-Babi al-Halabi, 125.), h.178.
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siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari

pemegang kekuasaan”.*°

Jadi, dapat disimpulkan bahwa figh siyasah merupakan ilmu
yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara
penguasan dengan rakyatnya.

Ruang lingkup Figh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam
menentukan ruang lingkup kajian figh siyasah. ' Ada yang
membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat
bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu
mendasar.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di
dalam karangan figh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah,
maka dapat di ambil kesimpulan ruang lingkup figh siyasah adalah
sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyyah (politik Perundang-Undangan);

2. Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
3. Siyasah Qadla’iyyah (kebijaksanaan peradilan);

4.  Siyasah Harbiyyah (politik peperangan);

5. Siyasah ‘Idariyyah (administrasi pemerintahan)
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“Ibn “Abidin, Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-
i, 1987), h.147.

* Muhammad Iqbal, Figh Sivasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
media Group, 2014), h.4.
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Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya

yang berjudul al-Sivasah al-Syar’iyyah, ruang lingkup figh

siyasah adalah sebagai berikut:

1.

2.

Sivasah Qadla’iyyah (kebijaksanaan peradilan);

Siyvasah ‘ldariyyah (administrasi pemerintahan);

Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (kebijaksanaan
hubungan luar negeri atau internasional);

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi figh siyasah

menjadi delapan ruang lingkup yaitu:42

a.

Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang
Peraturan Perundang-Undangan);

Siyasah  Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tetang
penetapan hukum);

Siyasah Qadla’iyyah Syar iyyah (kebijaksanaan peradilan);
Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan
moneter);

Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi
negara);

Siyasah  Dauliyyah/Siyasah  Kharijiyvah  Syar’iyyah

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

neny wisey JireAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}e)S

2 Ibid, h.5
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Sivasah  Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan
Undang-Undang);
Siyasah Harbiyyah Syar iyyah (politik peperangan).43

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup figh siyasah

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (Siyasah dusturiyyah). Bagian

ini  meliputi pengkajian tentang penetapan hukum
(Tasyri’iyyah)  oleh  lembaga  legislatif,  peradilan
(Qadla’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi
pemerintahan (“Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
Politik luar negeri (Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah).
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga
negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan
warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah
peperangan (sivasah harbiyyah), yang mengatur etika
berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman
perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), yang antara

lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos

TeAgluejrng Jo AJISIdATU) DTWER[S] 3}€)S

*®Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut

Syéjat Islam (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8.

nery wisey



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

nvrd visns NIn

o0

.l’ U
S

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

32

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional,

kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.**
Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari ilmu figh siyasah yang
mengkaji isu-isu terkait peraturan-perundang-undangan dalam
suatu negara. Dalam konteks ini, topik yang dibahas meliputi
konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, serta lembaga-lembaga
demokrasi dan syura yang memainkan peran penting dalam
pembentukan peraturan—perundang-undangan.45 Tujuan utama dari
pembentukan peraturan-perundang-undangan ini adalah untuk
mencapai kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam ruang lingkup figh siyasah dusturiyah, perhatian
terutama diberikan pada hubungan antara pemimpin dan
rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.
Sebagai hasilnya, pembahasan dalam bidang ini terfokus pada
pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan
kenegaraan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama serta
upaya memenuhi kebutuhan manusia.

Figh siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu fikih
yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan tata

negara, perundang-undangan, dan administrasi pemerintahan.

neny wisey jrreAg upjing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

44Iqbal, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam, Op.cit, h.6

®Ibid, h. 177
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Dalam Islam, figh siyasah dusturiyah membahas bagaimana

konsep-konsep agama diterapkan dalam pembentukan hukum dan

kebijakan negara.

Sebagian besar penjelasan figh siyasah dusturiyah tidak

ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat

dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip dasar dalam fikih

siyasah dusturiyah termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran, antara

lain:

1.

Prinsip Keadilan : Al-Quran secara berulang-ulang
menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan
hukum. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah
menyuruh untuk menjaga keadilan meskipun terhadap diri
sendiri atau keluarga.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya
kamu menetapkan dengan adil."

Kewajiban Taat kepada Pemerintah : Meskipun tidak selalu
dalam konteks negara Islam, Al-Quran menekankan
pentingnya ketaatan kepada pemerintah yang adil dan

menjalankan perintah Allah. Dalam Surah An-Nisa ayat 59,
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Allah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah yang
adil.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya."
Kewajiban Berkonsultasi : Prinsip musyawarah dalam
pembuatan keputusan di dalam fikih siyasah dusturiyah juga
tercermin dalam beberapa ayat, termasuk Surah Ali Imran
ayat 159 yang menegaskan pentingnya berkonsultasi dalam
urusan penting.

"Karena itu, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu."

Ayat-ayat seperti ini memberikan landasan bagi prinsip-

prinsip dasar fikih siyasah dusturiyah, meskipun penjelasan dan

aplikasinya kemudian dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan
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Islam melalui interpretasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi

Muhammad Saw.

= Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam

znelakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang

g’digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan

w

openelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan

A
penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai

c

referensi dalam memperbanyak bahahn kajian yang akan ditulis. Dan berikut

ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa karya ilmiah terkait dalam

penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Skripsi milik Arifuddin Syah Putra dengan judul “Analisis Peranan
Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “Studi Desa Pakning
Asal” Kabupaten Bengkalis 2022 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peran kepala desa pada indikator perencanaan
pembangunan desa sudah dikatakan baik karena pemerintah desa
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan desa dengan cara bermusyawarah sesuai
dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Faktor penghambat
pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu adanya keterbatasan dana
yang diberikan oleh pemerintah. Selain dana dari pemerintah, hambatan

lain yang dialami oleh desa yaitu cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan
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yang menyebabkan estimasi pembangunan menjadi lebih lama sehingga
biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Persamaan penelitian di atas
dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai
Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur. Perbedaannya
terletak pada fokus penelitian peneliti berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.*°

Skripsi milik Rowlando Houtsma Siboro dengan judul “Peranan Kepala
Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang Panjanng
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih,
Kabupaten Batubara menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam
pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan partisipasi
masyarakat. Kerja sama yang baik antara kepala desa, perangkat desa,
dan masyarakat setempat telah berkontribusi pada keberhasilan
pembangunan di desa. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, yaitu
kurangnya dana anggaran yang memadai, yang menjadi faktor penting
dalam pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan anggaran dan kenaikan
harga bahan material dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan
menghambat realisasi proyek pembangunan. Persamaan penelitian di

atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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* Arifuddin Syah Putra, “dnalisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan
InfEastruktur “Desa Pakning Asal” Kabupaten BengkaliS”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri
Sulidn Syarif Kasim Riau, 2022)
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mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur.
Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.*’

Skripsi milik Muhammad Fadly dengan judul “Peran Kepala Desa
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Menurut Perspektif Figh Siyasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa
Tanah Merah, Indragiri Hilir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Bab IX Pasal 80 ayat 2 yang
mengatur tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, telah
dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tugas yang telah
dilakukan mencakup pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai
dengan ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, peran
Kepala Desa sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur sebagai
pemimpin di Desa Tanah Merah. Pemerintah desa perlu berpartisipasi
aktif dalam menerapkan peraturan yang ada dan melibatkan masyarakat
Desa Tanah Merah dalam proses pembangunan infrastruktur. Analisis
figih siyasah terkait peran Kepala Desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Tanah Merah sejalan dengan pemahaman figih
siyasah dusturiyyah, di mana pemerintah desa memiliki tanggung jawab
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek

kehidupan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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*"Rowlando Houtsma Siboro, “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
Di.n.'pesa Pematang Panjang Kabupaten Air Putih Kabupaten Batu Bara”, (Skripsi : Universitas
Mé&dan Area, 2022)
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dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam
pembangunan Infrastruktur. Perbedaannya terletak pada Lokasi
penelitian.*®

Skripsi milik Ratih Kartini dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam
Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
Perspektif Figh Siyasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran

Kepala Desa Batahan 1 dalam pembangunan desa masih kurang

nely eysng NN Y!lw eydido yeq @

maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang masih rusak, irigasi
yang belum dibangun, dan masjid yang belum selesai. Kepala Desa
belum berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan pembangunan
desa dengan pendekatan partisipatif. Salah satu faktor pendukung
program pembangunan di Desa Batahan 1 adalah adanya motivasi dari
kebijakan pemerintah. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah
terbatasnya dana untuk pembangunan desa. Dari perspektif Siyasah
Dusturiyah, peran Kepala Desa Batahan 1 belum optimal, karena ia
belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 bagian (m), yang
mengharuskan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif. 49

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti

®Muhammad Fadly, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Tawah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Mégiwrut Perspektif Figh Siyasah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

2024)

wn

= “Ratih Kartini, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang
D&a Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
Pegspektif Figh Siyasah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
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yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan.
Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan Infrastruktur.

Skripsi milik Nurul Aisyah dengan judul “Peran Kepala Desa Terhadap
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Rawana Hulu Kecamatan
Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran kepala desa sangat signifikan dalam pengembangan
infrastruktur jalan di desa tersebut. Hasil penelitian mengindikasikan
bahwa kepala desa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan proyek pembangunan jalan. Selain itu, kepala desa juga
berhasil menggalang partisipasi masyarakat dan menjalin kerja sama
dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran pembangunan.
Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa
tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan
akan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan,
peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Rawana Hulu terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan
aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. *0 persamaan penelitian di
atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas
mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur.

Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.

Ag ufj[ng jo AJISIdATU() DTUIR]S] d)¥}S

Nurul Aisyah, “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa

Rtﬁ/ana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”, (Skripsi : Universitas Islam
Negéri Antasari Banjarmasin, 2024)
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al BAB III

Q)

-

o METODE PENELITIAN
=

m - - -

3Jen|s Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (field Research) yaitu

ata diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk

NJN

mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya

didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi

d BISNS

dan study pustaka.”

ne

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan
penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian
yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Desa Pongkai
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar di karenakan lambatnya

g'-)pembangunan desa yang mana anggaran desa sudah mencukupi akan tetapi

i
n

m—pembangunannya belum maksimal terlaksan di Desa Pongkai dan di tambah

W
Hdengan akses jalan dari Desa menuju Kecamatan yang rusak parah serta
o]
smerupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis dengan tujuan agar

Emempermudah jalannya penelitian.

S

i w

CZ Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Pongkai Kecamatan Koto

abupaten Kampar, Sekretaris Desa Pongkai, Kepala Urusan Pembangunan

20

Ag u;}[ng jo

*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta CV,
), h.205.

40
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©
m:ﬂ\/lasyarakat dan Tokoh Masyarakat didalam Pemerintahan (RT/RW) dan diluar

e
oPemerintahan. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Peran Kepala Desa

1)
mydalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor

=]
—3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu

=
cKabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah.
=
(0)) ...

D<= Informan Penelitian
w
A Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki
A
ainformasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini
c

berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Adapun informan pada penelitian ini berjumlah Kepala Desa Pongkai 1
(satu) orang, Sekretaris Desa 1 (satu) orang, Kepala Urusan Pembangunan 1
(satu) orang, Perangkat RT/RW 1 (satu) orang, Tokoh Masyarakat 1 (satu)

orang. Jadi total keseluruhan jumlah informan adalah 5 (lima) orang.

E.gf Sumber Data

o
I~ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi
=
Emenjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data

QDI

ersier, yaitu:

Sumber Data Primer
Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari

sumber asli. Dalam ini data primer dalam penulisan adalah data yang

neny wisey jrredg uej[ng jo A3JISI2ATU
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diperoleh melalui wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat,
Kepala Urusan Pembangunan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa Pongkai
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan
untuk mendukung tujuan penulisan ini, antara lain mencakup buku,
sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya
dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data sekunder

dalam penelitian ini adalah E-Book, Jurnal, Artikel dan sebagainyal.52

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

N

Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencacatan sistematis
terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan
dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada
objek penelitian. Adapun yang diobservasi adalah peran kepala desa
dalam pembangunan infrastuktur desa.
Wawancara

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk

menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber

neny wisey JirreAg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

%2 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.106.
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©

g yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan
==

o sebagainya.53 Adapun yang diwawancarai adalah Kepala Desa Pongkai,
1)

o Sekretaris Desa Pongkai, Kepala Urusan Pembangunan dan Tokoh
=]

= Masyarakat Desa Pongkai.

=

3.  Analisis Dokumen

= iy . .

h Analisis Dokumen yaitu suatu cara yang digunakan untuk
=

i memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen
W

51 yang dapat mendukung penelitian.

W

©4.  Kajian Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-
buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal
ini buku-buku yang terkait dengan Peraturan Daerah, dasar hukum
Peraturan Daerah, otonomi daerah Kabupaten Kampar yang akan

menjadi sumber data peneliti.

G%Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data Kualitatif, yaitu

WIe[sy 2}

penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan.

g

elanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga

diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.>*

ISI9ATIU

Proses Analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari

enganalisis kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara,

3Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h.130.

1edg ue;[n% jo A3

> Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,

20T3), h.120.
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UIN SUSKA RIAU

n dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data—data yang

enar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

<

© Hak'Ci pta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dilapangan serta pembahasan

ang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar masih kurang
optimal. Namun demikan, Kepala Desa memiliki peran yang sangat
krusial dalam pembangunan Desa Pongkai, di mana ia bertindak sebagai
penggerak utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program
pembangunan. Tanggung jawab kepala desa mencakup pengelolaan
sumber daya alam dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel,
serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga
berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di setiap tahap
pembangunan, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat
terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya
sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan
antara pemerintah dan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan
pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar, Dalam melaksanakan pembangunan di Desa

Pongkai, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan

59
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program-program yang dijalankan. Faktor pendukung utama termasuk
dukungan dari pemerintah daerah, yang memberikan dana dan kebijakan
yang memfasilitasi pembangunan. Selain itu, kesadaran dan partisipasi
aktif masyarakat juga menjadi elemen penting yang mendorong
keberhasilan pembangunan. Namun, di sisi lain, terdapat faktor
penghambat yang perlu diperhatikan, seperti terbatasnya sumber daya
manusia dan finansial yang tersedia untuk melaksanakan proyek
pembangunan. Selain itu, adanya konflik internal di antara warga dapat
menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program,
sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat
di antara masyarakat.

Perspektif figh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam
melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Berdasarkan tinjauan figh
siyasah, peran Kepala Desa Pongkai dalam melaksanakan pembangunan
menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami,
yakni amanah, keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan
umum (maslahah al-‘ammah). Kepala desa berperan tidak hanya
sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai
pemimpin yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan secara partisipatif dan transparan. Pelibatan
masyarakat dalam musyawarah desa, pengelolaan anggaran yang

akuntabel, serta upaya menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan
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menunjukkan bahwa kepala desa telah mengimplementasikan nilai-nilai
dasar figh siyasah dalam praktik kepemimpinan lokal. Dengan demikian,
kepemimpinan kepala desa di Desa Pongkai dapat dipandang sebagai
bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip siyasah syar'iyyah yang
menekankan kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab moral di hadapan

Allah SWT dan masyarakat.

@ Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan,

penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1.
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Perlunya Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat, terutama dalam memberikan edukasi dan mendorong
masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan  pembangunan, sehingga aspirasi mereka dapat
terakomodasi dengan baik.

Perkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia Melakukan pelatihan bagi
perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam
pengelolaan proyek pembangunan, agar pelaksanaan dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.

Terapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Penting bagi
pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
anggaran pembangunan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif

dalam pengawasan dan mendukung program yang dilaksanakan.
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LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Apa saja tanggung jawab yang Anda miliki dalam proses pembangunan
desa, terutama terkait infrastruktur di Desa Pongkai?

Bagaimana Anda memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa
Pongkai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa?

Bagaimana cara Anda bekerja sama dengan pemerintah daerah atau
instansi lain dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa
Pongkai?

Dalam pandangan Figh Siyasah, bagaimana peran kepala desa dalam
menjaga kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan yang adil dan
merata?

Sejauh mana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan
infrastruktur melibatkan partisipasi masyarakat?

Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam menjaga keberlanjutan
pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?

Apa saja proyek pembangunan infrastruktur yang sedang atau telah
dilaksanakan di Desa Pongkai?

Bagaimana Anda menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di desa dari sisi perencanaan dan pelaksanaan?

Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang Anda identifikasi dalam
proses pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?

. Bagaimana cara Anda memastikan kualitas dan keberlanjutan

pembangunan infrastruktur di desa?

. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang

ada dalam pembangunan infrastruktur desa?

. Bagaimana pandangan Anda tentang peran kepala desa dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?

. Apa yang Anda rasakan sebagai masyarakat terkait dengan pembangunan

infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa?

. Apakah Anda merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa? Jika iya, dalam bentuk
apa?

. Apa saja masalah atau tantangan yang Anda lihat dalam pembangunan

infrastruktur di desa ini?

. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kepala desa memprioritaskan

pembangunan infrastruktur yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat
desa?

. Apa saja faktor yang menurut Anda menjadi pendukung utama bagi

kesuksesan =~ pembangunan  infrastruktur di  Desa = Pongkai?
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Wawancara bersama Kepala Desa Pongkai Bapak Supratman
Wawancara bersama Sekretaris Desa Pongkai Bapak Mairizon, S.Pd
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
fr .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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SRipsi dengan judul: PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO
KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
vang ditulis oleh:

R
E Nama : BIMA SAPJA SAMSURI
=z NIM - 12020415669
¢  Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
=
Tﬁah dimunagasyahkan pada:
©
1 Hari/Tanggal :Rabu. 14 April 2025
o Waktu : 08.00 WIB
c  Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris
Zflfahmi S.Sy.,M.H
0

PShguji |
DE. H. Kasmidin, Le. M.Ag

P%guji 1
HeSyamsuddin Muir, Le¢, MA

Mengetahui:

‘o, Dr 'H:"l\lj\mal Abdul Mimir, LA
TSYNIP: 197110062002121003 N
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Asxalamu 'alaikum warahmarullahi wabarakatuh

A  Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

=
Nama : BIMA SAPJA SAMSURI
NIM : 12020415669
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi - Desa Pongkai Kecamatan Koto Kabupaten Kampar
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bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kabupaten Kampar
Perspektif Figh Siyasah

@  Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
laﬁigg,al surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

n}__.mb:.rlkan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

K Hiﬂ}éé

e )Ly Uesinua

busan :
orl INS

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynmuaq wejep Ul sijny eAiey yninas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|q 'z

gn

= -

ek ka Riau

‘yejesew niens uenefu
nery wisey jrreAg &eq[ns JO AJISIdATU() DTWE]S]E
-~
:



NVIY YHSNS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynuaq wejep iul sijn} eAsey ynunes neje ueibeqes yeAueqedwaw uep ueyjwnwnbusw Auele|q 'z

o5~ e IR
7, g o ¥is
s W

K3
3

‘nery exsng NiN telem Gued uebunuadey ueyibniaw yepn uedr

= PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
A - KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KEPALA DESA PONGKAI

JLIBINGKAR MASJID AL —~ HUDA No. 01 I)] SA PONGKAI ~ KODE POS 28453
desapongkai@gmail.com. HP. 082284554877

N )

P

1Bunpuy);; ©

=
%

off dynbual;
e}

59 § g SURAT KETERANGAN PENELITIAN

5T c No : 100.2.2.3/ PK — KTKH / 2025 / 05

N

o 5

Iggle‘ﬂindag’ lanjuti surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif
Kasim R:au Nomor : Un.04/ F.I / PP .00.9 / 3345/2025, tentang izin pelaksanaan

Wn

glatangnset guna menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul : Peran Kepala
esa dafam Pembangunan Infrastuktur Desa Berdasarkan Undang — undang Nomor
Tahum 2014 dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi. Maka Pemerintahan
ntor Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ini menerangkan nama

@n;@:ﬂm

mahasiswa di bawah ini:
|Nama |[: Bima Sapja Samsuri
NIM - 12020415669

Jurusan | : Hukum Tata Negara
' Semester | : X ( Sepuluh)
Jenjang | : S1 Hukum Tata Negara
Lokasi : Desa Pongkai Kec, Koto Kampar Hulu

@ uep uesjwnjuesusw eduey

nar telg)h mengadakan penelitian di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu
da tanggal 21 April 2025 s/d 28 April 2025 guna melengkapi data pada

nyusu@an Skripsi yang berjudul “ Peran Kepala Desa dalam Pembangunan
rastu'lg_hr Desa Berdasarkan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014”.

rgefge

+¥]
mikiarﬁgurat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

:Jequ@s u@

" Pongkai | 28 April 2025

MAIRIZON, S.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Bima Sapja Samsuri lahir di Tabing, 12
Januari 2001. Anak ketiga dari lima bersaudara yang
merupakan buah hari dari Ayahanda Samsul dan Ibunda
Masnun. Penulis memiliki 4 saudara yang bernama Raut
Gulit, Saputra Arbi, Budiarto Samsuri dan M. Arrasit
Mahfiz. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis
ad%Jlah dimulai dari SDN 004 Tabing, MTSN Nurul Ikhlas Tabing, SMAN 1 Koto
Kampar Hulu dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan
Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan
di KPU Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di
D??a Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam

-

mé:iaksanakan tugas akhir penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul skripsi
“é:ran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan
Uélang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Pongkai
Kéc'amatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Figh
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